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MOTTO

“ Kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. la tidak
tetap saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang

itu” — Marcus Aurelius”

“ www.katakatabijak.com diakses pada 14 Februari 2016, Pukul 21.38 WIB.
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RINGKASAN

Pemerintah menugaskan BPJS Kesehatan sebagai Badan Usaha Milik
Negara untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh
rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS
dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan
usaha lainnya serta rakyat biasa. Hal ini menjadi keunggulan BPJS Kesehatan
dibandingkan PT ASKES vyaitu mencakup kalangan masyarakat yang lebih luas
hingga rakyat biasa dapat menggunakan BPJS Kesehatan tidak hanya Pegawali
Negeri Sipil dan ABRI. Pembubaran PT ASKES dan perubahannya menjadi BPJS
Kesehatan tidak hanya menyangkut masalah hukum perdata yang terkait dengan
hak dan kewajiban terhadap peserta dan pihak ketiga tetapi juga mengenai
tanggung jawab Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat.
Maka pembubaran ini harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan hukum yang
berlaku serta melibatkan kepentingan jutaan peserta PT ASKES yang harus
mendapatkan pelayanan semakin baik. Pembubaran PT ASKES ini tentu
menimbulkan akibat hukum tersendiri selain transformasi PT ASKES menjadi
BPJS Kesehatan yang juga berdampak pada aset dan liabilitas PT ASKES

Rumusan masalah meliputi (1) Apakah pembubaran PT ASKES sesuai
dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT? (2) Apakah akibat hukum
pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan terhadap kepesertaan
anggotanya? Dan (3) Bagaimanakah status kepemilikan aset PT. Askes setelah
pembubaran menjadi BPJS kesehatan. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian dalam
penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya
permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), serta sumber
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum
dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pembubaran PT Askes
(Persero) tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT karena
pembubaran PT Akses (persero) yang diatur dalam UU BPJS merupakan lex
specialis dari ketentuan pembubaran PT (Persero) sebagaimana diatur dalam UU
BUMN dan UU PT, maka berlaku asas lex specalis derogate legi generalis,
artinya aturan hukum yang khusus dalam hal ini ketentuan pembubaran perseroan
berdasarkan UU BPJS akan mengenyampingkan aturan hukum umum mengenai
pembubaran Perseroan yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. Kekhususan
pengaturan pembubaran kedua persero tersebut berkenaan dengan: 1) Terjadinya
pembubaran, berdasarkan Undang-Undang, tidak perlu ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Pasal 64 Ayat (1) UU BUMN tidak berlaku untuk
pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS. 2)
Tidak diikuti oleh proses likuidasi, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak
berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67
UU BPJS.
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Akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yaitu
Hak dan kewajiban peserta PT.Askes setelah berubah menjadi peserta BPJS
Kesehatan, menurut UU BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS pada umumnya
sama, tidak mengatur secara khusus tentang peserta PT Askes setelah menjadi
peserta BPJS. Akan tetapi hak dan kewajiban peserta dibedakan dengan prosedur
pendaftaran dan jumlah iuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan peserta,
BPJS telah memberikan perlindungan bagi peserta PT Askes setelah
bertransformasi menjadi BPJS, dan segala konsekwensi maupun perlindungan
hukum, dijamin oleh BPJS kesehatan. Dan Status kepemilikan Aset PT. ASKES
setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan Terhitung Mulai 1 Januari 2014,
seluruh aset yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS. Aset
yang dialihkan mencakup uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang
muka pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menerima pengalihan seluruh aset
yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dan aset Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan-JPK PT Jamsostek (Persero) terdapat dalam Pasal 60 Ayat (3a) dan
Pasal 61c UU No. 24 Tahun 2011). Jumlah aset program PT Askes yang
dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebesar tercantum
dalam Pasal 15 Ayat (4) PP No. 87 Tahun 2013: a) utang klaim pelayanan
kesehatan b) klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; c¢) klaim
pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan d) cadangan
premi

Saran yang dapat diberikan adalah Pertama, hendaknya BPJS kesehatan
sebagai penyelenggara sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebaiknya melakukan
sosialisasi kembali terkait prosedur pendaftaran, jenis kepesertaan yang bisa
dipilih, premi yang harus dibayarkan oleh peserta, sehingga semua peserta
Jaminan Kesehatan Nasional dapat menggunakan fasilitas kepesertaannya dengan
tepat dan setiap hak maupun kewajiban dari peserta dapat dilaksanakan dengan
baik. Kedua, hendaknya perlu adanya Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
mengikuti Jaminan sosial nasional melalui BPJS dalam rangka pelindungan diri di
masa yang akan mendatang.  Ketiga, hendaknya Pemerintah perlu terus
melakukan pengawasan terhadap keberadaan BPJS baik dari kinerja, aset dan hal
lain, sehingga tercpai tujuan BPJS yakni memberikan Jaminan Sosial berskala
Nasional bagi masyarakat.

Xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ......ccooiiiiiiieese e [
HALAMAN SAMPUL DALAM......cocotiiietseeiese et ii
HALAMAN MOTTO ..ttt ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... Y,
HALAMAN PRASYARAT GELAR ..ottt %
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt Vi
HALAMAN PENGESAHAN ... ..ot Vil
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..., viil
HALAMAN PERNYATAAN . ..ottt iX
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH ......ccoviiiiitieece e X
HALAMAN RINGKASAN ...ttt Xii
HALAMAN DAFTAR IS ..ot Xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....cocoitiieiitieee e o XVi
BAB 1 PENDAHULUAN ....ooooiiiece e 1
1.1.Latar Belakang..........coooiiiiii 1
1.2. Rumusan Masalah...............oooiiiiiiiii 4
1.3. Tujuan Penelitian............ooiiiii e 4
1. RNy R TR, . b A AR ....................]. 4
1.3.2 TUJUAN KNUSUS ..ecvvevieciiecie ettt e 4
1.4 Metode Penelitian...........cooveieiieieeie e 5
1.4.1Tipe Penelitian ........ccccooiiiiiieie e 5
1.4.2 Pendekatan Masalah............ccoooviiiiiiiiii e 5
1.4.3 Sumber Bahan HUKUM ..o 6
1.4.3.1 Bahan HUKUM PriMer........c.ccooeiiiieiiecece e 7
1.4.3.2 Bahan Hukum SeKUNder .........cccccvvveriveieeeneese e 7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non HUKUM..........ccccoviiiiieiiecec e 8
1.4.4 Analisis Bahan HUKUM ... 8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...ttt 9
2.1 Perseroan TerDatas ........ccccccevveeiieiieie e 9
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas ..........cccooccvvviieniinieninnenninns 9

Xiv


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1.2 Unsur-unsur Perseroan Terbatas ...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeiiieieniinnnns 10

2.1.3 Pembubaran Perseroan Terbatas ...........cceeveveiieerenieesieneennnns 11
2.2 Badan Usaha Milik Negara.........c.cccccvevevieiieiiieiiese e 12
2.2.1 Kewajiban Pelayanan Umum oleh BUMN ...........c.cccccovenenee. 12
2.2.2 Pengawasan dan Pemeriksaan BUMN...........cccccooenininnnnnne. 14
2.2.3 Pembubaran BUMN PErSEro ........cccvvveveiieiiniesieniese e 15
2.3PT AKSES .ot 16
2.3. 1 Profil PT AKSES.......ccooiiiiicise e 16
2.3.2 Syarat-syarat Pembubaran PT ASKES .......ccccccvvevriveiiiiinnneins 18
2.3.3 Alasan Pembubaran PT ASKES .......cccccvvieerviieiieiieieseeneeneens 20
2.4 BPJS KESENALAN. ......ceiiiiiiiiieiiieiieieie et 22
2.4.1 Pengertian BPJS Kesehatan ............cccccevviiiiieic s 22
2.4.2 Pembentukan BPJS Kesehatan..........c.ccoovveeviveiesieeneeie e 24
BAB 3 PEMBAHASAN ...ttt e 26
3.1 Kesesuaian Pembubaran PT Askes dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT......cc.ccccevvevvevveieenn ... 26

3.2 Akibat Hukum Pembubaran PT Askes Menjadi BPJS
Kesehatan Terhadap Kepesertaannya ..........ccccceceeevevevvvnenenenn.. 40
3.3 Status Kepemilikan Aset PT. Askes setelah Pembubaran

menjadi BPJS Kesehatan............cccccoeiieiiiieiicciese e 47

BAB 4 PENUTIUP........cocte e tiitiieitaitenssestansasssasasbasassasnsssesssstesseseasssseseasensesdoais 54
4.1 KeSIMPUIAN ..o 54

4.2 Sagan. . dh........ TN S W . N ... 55

DAFTAR BACAAN

XV


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (LN No.70 Tahun
2003, TLN No. 4297 Tahun 2003);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (LN No.116 Tahun
2011, TLN No. 5256 Tahun 2011);

XVi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini mempunyai risiko yang relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang.
Seperti semakin berkembangnya teknologi kendaraan yang menciptakan
transportasi lebih cepat yang disertai risiko kecelakaan yang lebih tinggi,
teknologi informasi yang seolah tak terbatas, serta makanan cepat saji dan
sebagainya. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi
kehidupan manusia dapat menimbulkan risiko yang semakin luas. Lembaga
institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain
lalah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahan-perusahaan asuransi.
Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai
peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut
mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan ekonomi maupun sosial.
Disamping itu ia dapat menjangkau kepentingan individu maupun masyarakat
luas, baik risiko-risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.

Masyarakat sebagai warga negara menjadi tanggung jawab negara untuk
menjamin  kepentingan-kepentingan tersebut. Jaminan kesehatan nasional
merupakan instrumen penting yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk
menjamin bahwa kesehatan rakyatnya terjamin dengan baik sehingga tercapainya
kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai yang telah
diamanatkan Pasal 34 Ayat (3) Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 yaitu “Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak”.

Bentuk perwujudan tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin
kesehatan rakyatnya yaitu melalui PT. ASKES. PT ASKES menyelenggarakan
jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI yang memberikan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

fasilitas asuransi kesehatan. PT ASKES merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas atau Persero.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU

tentang BUMN, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya

terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang

tujuan utamanya mengejar keuntungan.
PT ASKES memiliki peran penting bagi terjaminnya kesehatan Pegawai Negeri
dan ABRI dengan keunggulan yaitu premi terjangkau dibanding perusahaan
asuransi swasta. PT. ASKES yang telah akrab di masyarakat ini semenjak 2014
telah dirubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.?

Perubahan PT. ASKES menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS) belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup hangat.
Gencarmya sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin mengenal bahwa yang
dulu bernama PT ASKES Kkini berubah menjadi BPJS Kesehatan. Pemerintah
menugaskan BPJS Kesehatan sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS dan
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan
usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Hal ini tentu menjadi tambahan keunggulan
BPJS Kesehatan dibandingkan PT ASKES vyaitu tidak hanya mengasuransi
Pegawai Negeri Sipil dan ABRI tetapi kalangan masyarakat yang lebih luas
hingga rakyat biasa dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Perusahaan asuransi
pemerintah juga memiliki kelebihan yaitu preminya yang rendah dibanding
perusahan swasta sehingga tidak memberatkan masyarakat. Maka rakyat biasapun
tidak merasa terbebani sehingga dapat memiliki asuransi kesehatan.’
PT. ASKES merupakan Persero sehingga dalam perubahannya untuk

menjadi BPJS Kesehatan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU PT.

"www.BPJS dan Asuransi Kesehatan Siapa yang Terbaik.htm Diakses pada 28 November
2016, Pukul 22.40 WIB.

? 1bid.

¥ Ibid.
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Pada Pasal 142 Ayat (2) UU PT bahwa pembubaran suatu PT wajib diikuti
dengan likuidasi. Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang BPJS Kesehatan yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU tentang
BPJS Kesehatan menyatakan bahwa “PT. ASKES dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT.ASKES
menjadi milik BPJS Kesehatan”. Pada poin inilah ketertarikan muncul untuk
membahasnya dalam suatu skripsi. Berawal dari peraturan yang ditemukan
ternyata terdapat ketidaksesuaian tentu akan berdampak kepada pengaturan hal
selanjutnya dalam perubahan PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan ini.*

Likuidasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses
membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran
kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para
pemegang saham (persero). Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan yang dibubarkan. Tahap
likuidasi wajib dilakukan Kketika sebuah perseroan dibubarkan, dimana
pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan
peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk mebereskan semua urusan Perseroan
dalam rangka likuidasi.’

Pembubaran PT ASKES dan perubahannya menjadi BPJS Kesehatan tidak
hanya menyangkut masalah hukum perdata yang terkait dengan hak dan
kewajiban terhadap peserta dan pihak ketiga tetapi juga mengenai tanggung jawab
Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat. Maka pembubaran
ini harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta
melibatkan kepentingan jutaan peserta PT ASKES yang harus mendapatkan
pelayanan semakin baik.

Pembubaran PT ASKES ini tentu menimbulkan akibat hukum tersendiri

selain transformasi PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yang juga berdampak

“www.Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero).htm Diakses pada 28
November 2016, Pukul 22.55 WIB.

Shttp://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/11/03/tahap-tahap-likuidasi-perseroan-
terbatas diakses pada 22 Desember 2016 Pukul 22.05 WIB.
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pada aset dan liabilitas PT ASKES. Oleh karena itu berdasarkan yang telah

dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam karya

ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Pembubaran PT ASKES menjadi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”.

1.1 Rumusan Masalah

1.

Apakah pembubaran PT ASKES sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007
tentang PT?

Apakah akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan
terhadap kepesertaan anggotanya?

Bagaimanakah status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran

menjadi BPJS kesehatan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.2.1

1.2.2

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah dipenuhi guna mencapai
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

Salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan
ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang
terjadi di kehidupan masyarakat;

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi

mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu:

Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pembubaran PT ASKES
dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT.

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembubaran PT ASKES
menjadi BPJS Kesehatan terhadap kepesertaan anggotanya.
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3. Untuk mengetahui dan memahami status kepemilikan Aset PT. ASKES
setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan.
1.3 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam
setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara
sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis
permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan
prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat
memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.
Sehubungan dengan hal tersebut diata agar tercipta suatu karya tulis ilmiah
yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi
ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-dotktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.®
Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji
berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-
peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.”

1.4.2 Pendekatan Masalah
Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Grup, Jakarta,
2014, him. 35.
" Ibid, 2014, him. 47.
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untuk dicari jawabannya. Pendekatan — pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum yaitu :®

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) vyaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk
memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pedekatan ini
beranajak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin  yang
berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan yang tetap.

d. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan
pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

e. Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-
undang dari satu atau lebuh negara lain mengenai hal yang sama.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua)
macam pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari
telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang
dihadapi oleh penulis.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pedekatan ini beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari
suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber

& peter Mahmud Marzuki, Ibid, 2014, him 133.
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bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autorutatif yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.®
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (LN No.70
Tahun 2003, TLN No. 4297 Tahun 2003);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (LN No.150 Tahun
2004, TLN No. 4456 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (LN No.106 Tahun
2007, TLN No. 4756 Tahun 2007);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (LN No0.116 Tahun
2011, TLN No. 5256 Tahun 2011); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (LN No.117 Tahun
2005, TLN No. 4556 Tahun 2005).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.®® Sumber bahan hukum sekunder yang
digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literature, tulisan-tulisan

hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

® Peter Mahmud Marzuki, Ibid, 2014, him 141.
19 |bid, 2014, him 196.
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1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non
hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk
memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non
hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi,
filasafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-
jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Dalam
penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku
pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari

sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari
pokok permasalan. Proses ini dilakukan dengan cara:'*

1. Mengindentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdaarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut
dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas
permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan
dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari
pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Dengan demikian metode
deduksi berarti metode penelitian yang pembahasannya berpangkal dari hal-hal

yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

1 peter Mahmud Marzuki, 1bid, 2014, him 213.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perseroan Terbatas
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perusahaan dapat dibedakan dengan berbagai kriteria. Perusahan
yang berstatus badan hukum, secara hukum diterima menjadi subjek hukum
tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan bagi perusahaan yang tidak
berbadan hukum, status subjek hukumnya melekat pada diri pendiri atau anggota
atau pengusahanya. Kemudian, badan usaha juga dapat dibeda-bedakan
berdasarkan jumlah orang pendirinya, yaitu badan usaha perseorangan yang
didirikan oleh seorang (usaha perseorangan) dan badan usaha yang didirikan atas
kerja sama beberapa orang salah satu contohnya yaitu perseroan terbatas. Pada
skripsi ini akan dibahas lebih mendalam mengenai perseoran terbatas."?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT yang dimaksud dengan perseroan
terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pertauran
pelaksanaanya.

Pengertian PT menurut UU PT menegaskan bahwa PT merupakan
persekutuan modal, bukan persekutuan orang, bahwa perseroan terbatas adalah
persekutuan modal yang berarti perseroan terbatas tidak didirikan atas dasar
pribadi pendiriannya tetapi atas dasar modal yang terbentuk. Dengan ini berarti
pemegang saham pada perseroan terbatas dapat berubah-ubah tetapi eksistensi
perseroan tetap. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT tetap ada meskipun
orangnya, yaitu pemegang saham keluar atau mundur dengan cara mengalihkan
sahamnya kepada orang lain.*®

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa, perseroan terbatas atau dulu yang

lebih sering dikenal dengan sebutan N.V (haamlooze vennootschap) ialah suatu

2Janus Sidabalok Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan
Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Penerbit Nuansa Aulia,
Bandung, 2016, him. 92.

Blbid, 2012, him. 114.
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bentuk usaha yang di tahun-tahun akhir banyak dipakai pedagang-pedagang,
pengusaha-pengusaha dan sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuannya
dalam lapangan industri, perdagangan dan sebagainya dan berstatus badan
hukum.**

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa, perseroan terbatas adalah suatu bentuk
perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal
perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang
saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak
bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan
tanggung-jawab yang semata-nata terbatas pada modal yang mereka setorkan.™

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum,
dimana badan hukum ini disebut dengan perseroan. Istilah perseroan pada
perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu
yang terdiri dari sero-sero atau saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas
tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada
jumlah nilai nominal dari semua saham-saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah

nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.*®

2.1.2 Unsur-unsur Perseroan Terbatas
Pengertian perseroan terbatas pada KUHD tidak diberikan tetapi dari
ketentuan-ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD akan didapat pengertian
perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur
perseroan terbatas yang dapat disimpulkan sebagai berikut:’
1. PT adalah sebuah badan hukum

Ywww.ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html
diakses pada 28 November 2016 Pukul 20.15 WIB.

www.ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html
diakses pada 28 November 2016 Pukul 20.15 WIB

18Janus Sidabalok, OpCit, 2012, him. 114-115.

YC.S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang No. 40 tahun
2007, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, him. 2.
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Sebagai badan hukum, PT menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat
bertindak sendiri di dalam hukum (di dalam maupun di luar pengadilan),
terlepas atau terpisah dari pribadi pemegang sahamnya. Status badan
hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan akta pendirian PT oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah memenuhi sejumlah
persyaratan.

2. PT adalah persekutuan modal
Pada UU PT ditegaskan bahwa PT merupakan persekutuan modal, bukan
persekutuan orang-orang, bahwa perseroan terbatas adalah persekutuan
modal yang berarti perseroan terbatas tidak didirikan atas dasar pribadi
pendirinya tetapi atas dasar modal yang terbentuk. Dengan ini berarti
pemegang saham pada perseroan terbatas dapat berubah-ubah tetapi
eksistensi perseroan tetap.

3. PT didirikan melalui perjanjian
PT didirikan dengan perjanjian, yang berarti bahwa untuk mendirikan PT
sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang dimana mereka saling berjanji
untuk mendirikan dan menjalankan perseroan terbatas. Ketentuan ini
menegaskan bahwa PT tidak dapat didirikan oleh seorang saja.

4. PT mempunyai modal dasar berbentuk saham
PT mempunyai modal dasar sebagai kekayaan awal perseroan memulai
kegiatan kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya. Modal dasar ini
terbagi dalam bentuk saham yang mempunyai nilai nominal.

5. Mendirikan PT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Mendirikan PT harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam
perundang-undangan yang berlaku, ada sejumlah persyaratan dan prosedur

yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah perseroan terbatas.

2.1.3 Pembubaran Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat diakhiri kedudukannya

sebagai subjek hukum dengan pembubaran. Pembubaran Perseroan diatur dalam


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

Pasal 142 Ayat (1) UU PT yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi

karena:®

1.
2.

3.

berdasarkan keputusan RUPS;

karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran
dasar telah berakhir;

berdasarkan penetapan pengadilan;

dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan
tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada
dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau

karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan
perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 146 UU PT, Pengadilan Negeri dapat

membubarkan atau mengakhiri kegiatan perseroan atas permohonan dari:*

a.

kejaksaan, karena perseroan melanggar kepentingan umum, atau
perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan;

pihak lain yang berkepentingan karena adanya cacat hukum pada
akta pendirian perseroan;

pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan
perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Pengadilan apabila berpendapat bahwa cukup alasan untuk pembubaran,

maka pengadilan menetapkan pembubaran perseroan dan sekaligus menetapkan

penunjukan likuidator. Pembubaran perseroan tidak otomatis mengakibatkan

hilangnya status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan

pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS.?

2.2 Badan Usaha Milik Negara
2.2.1 Kewajiban Pelayanan Umum oleh BUMN

18C.S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang No. 40 tahun

2007, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, him. 102.

19 Janus Sidabalok, OpCit, 2012, him. 132.
2 |bid, 2012, him. 131
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BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam

perekonomian nasional dan mempunyai peran penting dalam perekonomian

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terdapat kewajiban pelayanan

umum oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah.

Pasal 66 UU BUMN menetapkan bahwa pemerintah dapat
memberikan  penugasan  khusus kepada BUMN  untuk
menyelenggarakan fungsi pelayanan umum, dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari RUPS/Menteri. Disebutkan dalam
penjelasan Pasal 66 bahwa penugasan khusus itu terjadi dalam
keadaan atau untuk hal-hal yang mendesak. Untuk penugasan khusus
ini, semua biaya yang dikeluarkan diganti oleh pemerintah.
Persetujuan RUPS/Menteri perlu diperlukan karena penugasan
khusus ini dapat mengubah rencana kerja dan anggaran
perusahaan.?

Berdasarkan Pasal 66 UU BUMN tersebut diketahui bahwa BUMN dapat

dijadikan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

pemerintah dibidang membantu masyarakat dari kesulitannya. Ketentuan Pasal
66 UU BUMN ini mempertajam ketentuan Pasal 2 UU BUMN mengenai

maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu: %

a.

b.
C.

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

Mengejar keuntungan;

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;

Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan sektor swasta dan koperasi; dan

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sudah seharusnya pemerintah segera tanggap atas keadaan masyarakat dan

apabila itu terkait dengan perusahaan maka BUMN yang paling efektif diarahkan

untuk itu. Misalnya dalam keadaan terjadi bencana alam dimana korban

membutuhkan obat-obatan, pemerintah dapat menugaskan secara khusus BUMN

Kimia Farma untuk segera mendistribusikan obat-obatan kesana untuk digunakan

oleh para petugas kesehatan yang dikerahkan membantu korban bencana

Z3anus Sidabalok, Ibid, 2012, him. 77.
22 |bid, 2012, him. 77-78.
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teersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa BUMN dapat dijadikan alat
bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di
bidang membantu masyarakat dari kesulitannya.?

Semua pelaksanaan tugas BUMN tersebut membutuhkan biaya
tersendiri dimana wajar jika anggaran biaya yang dipergunakan diganti
pemerintah agar tidak mengganggu anggaran perusahaan BUMN. Oleh karena itu
pemerintah mengganti biaya yang digunakan melalui APBN dimana dapat diawasi

transparansinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan.?*

2.2.2 Pengawasan dan Pemeriksaan BUMN

Pada setiap perusahaan BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang
merupakan unsur dari perusahaan yang bersangkutan. Satuan ini dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Satuan
pengawasaan intern ini berbeda dengan fungsi Komisaris atau Dewan Pengawas.
Satuan ini lebih tepat dianggap sebagai unsur evaluasi diri (self assessment) dari
pimpinan perusahaan. Hasil pemeriksaan internal ini dapat diperoleh oleh
Komisaris/Dewan Pengawas setelah mengajukan permintaan tertulis. Hal ini
diatur pada Bab VII Pasal 67 — 71 UU BUMN. %

Hasil pemeriksaan internal ini mempunyai kekuatan mengikat bagi direksi,
dimana direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang dianggap perlu atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil
pemeriksaan. Disamping satuan Pengawas Intern, dibentuk juga Komite Audit
yang berfungsi membantu komisaris (pada Persero) atau Dewan Pengawas (pada
Perum). Komite Audit ini dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab
kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Sementara itu dimungkinkan juga
pembentukan komite lain untuk tugas tertentu menurut ketetapan menteri.?®

Untuk pemeriksaan laporan keuangan, perusahaan menggunakan jasa

auditor eksternal yang ditunjuk dalam RUPS untuk Persero atau Menteri untuk

Z|bid, 2012, him. 77.
24 Janus Sidabalok, Ibid, 2012, him. 77.
% lbid, 2012, him. 78.
% |bid, 2012, him. 79.
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Perum. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga ini untuk menjamin
objektifitas dan kejujuran dalam pemeriksaan sehingga hasilnya tidak bisa dan
lepas dari organ perusahaan. Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebagai sebuah lembaga negara juga berhak memeriksa BUMN sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan pemeriksaan yang dilakukan
oleh berbagai unit atau satuan pemeriksa dianggap memadai untuk menjamin
berjalannya BUMN secara profesional dan mampu mencapai tujuannya secara

maksimal.?’

2.2.3 Pembubaran BUMN Persero

Perusahaan BUMN juga mengenal peristiwa penggabungan atau (mager),
peleburan (konsolidasi), ataupun pengambilalihan (akuisisi) yang lazim dikenal di
kenal di perusahaan swasta. Penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi)
menurut Kartini Mulyadi adalah bentuk hukum yang diambil dari sistem hukum
Amerika Serikat. Kedua istilah ini baru dipakai secara formal di dalam UU No.1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan (merger) adalah peristiwa
bergabungnya dua atau lebih perusahaan dengan mempertahankan berdirinya
salah satu perusahaan dan mengakibatkan perusahaan lain yang bergabung
menjadi hapus. Peleburan (konsolidasi) adalah peristiwa dimana dua atau lebih
meleburkan diri dan membentuk satu perusahaan baru. Sedangkan
pengambilalihan (akuisisi) adalah peristiwa dimana suatu perusahaan (biasanya
lebih besar) mengambil alih perusahaan lain (yang lebih kecil).?®

Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pembubaran BUMN berdasarkan UU BUMN: %

a. Berdasarkan Pasal 63 UU BUMN, perusahaan BUMN dapat
digabungkan dengan perusahaan BUMN lain, atau beberapa
perusahaan BUMN dapat dilebur menjadi satu perusahaan BUMN
yang baru. Suatu perusahaan BUMN juga dapat mengambilalih
(mengakuisisi) peerusahaan BUMN atau perseroan terbatas
lainnya.

3anus Sidabalok, Ibid, 2012, him. 79.
2 1bid, 2012, him. 84.
2 1bid, 2012, him. 84-85.
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b. Pada penjelasan Pasal 64 UU BUMN disebutkan bahwa
penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa
diadakan likuidasi terlebih dahulu

c. Pada Pasal 65 UU BUMN ditentukan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan,
serta pembubaran BUMN itu akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah, dengan menetapkan rambu-rambu harus
memperhatikan BUMN itu sendiri, pemegang saham/pemilik
modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN.

d. Pasal 64 UU BUMN mengatur tentang pembubaran perusahaan
BUMN yang menetapkan bahwa pembubaran BUMN akan diatur
dengan peraturan pemerintah dengan ketentuan, jika tidak
ditentukan lain, maka sisa hasil likuidasi BUMN disetorkan
langsung ke kas negara.

BUMN dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme,

dengan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, sehingga
menjadi BUMN yang sehat, memiliki kinerja yang baik, serta memberikan
manfaat optimal kepada negara berupa pajak, penyerapan tenaga kerja, serta

produk dan layanan kompetitif kepada konsumen.*

2.3 PT ASKES
2.3.1 Profil PT ASKES

PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan khusus oleh pemerintan untuk menyelenggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan
Usaha lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN Perusahaan Perseroan
(Persero) adalah BUMN vyang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya
terbagi dalam seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan. Perusahaan Perseroan bertujuan untuk memupuk keuntungan dan
sepenuhnya tunduk pada UU PT. BUMN Persero didirikan oleh pemerintah
melalui peraturan perundang-undangan, berbeda dengan badan usaha swasta yang
didirikan melalui perjanjian. Perusahaan Perseroan (Persero) berstatus badan

hukum sejak pendiriannya. Berbeda dengan Perseroan Terbatas milik swasta yang

®|swi Hariyani, R. Serfianto D.P., Cita Yustisia S, MKAPP Cara Cerdas
Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan, Visimedia, Jakarta, 2011, him. 325-326.
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memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari pemerintah,
Persero tidak memerlukan pengesahan.®
Menurut Pasal 12 UU BUMN ditentukan maksud dan tujuan khusus dari
pendirian Persero adalah :*
a. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat; dan
b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
itu dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar dalam negeri
maupun pasar internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan
dan nilai perusahaan sehingga memberi manfaat optimal.

Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai
berikut;*

Pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun
(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di
lingkungan Departemen Kesehatan RI vyaitu Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada
waktu itu yaitu G.A. Siwabessy dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan
Nasional. Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan
bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan
bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara)
beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada
Bhakti.

*1Janus Sidabalok, OpCit,2012, him. 71.

% Ibid, 2012, him. 72.

%Janus Sidabalok, Ibid, 2012, him. 72.

*www.Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero Muthahari
Muthahari Academia.edu.htm Diakses pada 28 November 2016, Pukul 21.51 WIB.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti
ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke
badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan
Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan,
kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan
kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.*

PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte
Notaris Muhani Salim, SH No. 104 dan 105, tanggal 20 Agustus 1992 yang telah
diubah terakhir dengan Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH tertanggal 10 Maret
2004. Maksud dan tujuan perseroan ialah melaksanakan dan menunjang
kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang asuransi khususnya
asuransi kesehatan bagi PNS, PP, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya dan peserta lainnya serta menjalankan jaminan pemeliharaan
kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :*’

a. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh
(komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun,
Veteran dan Perintis Kemerdekanaan beserta Keluarganya.

b. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh
(komprehensif) bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha
dan Badan lainnya.

c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai
ketentuan undang-undang yang berlaku.

®www.Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero Muthahari
Muthahari Academia.edu.htm Diakses pada 28 November 2016, Pukul 21.51 WIB.

*Ibid.

$'www.Portal Nasional Rl PT Asuransi Kesehatan Indonesia PT Askes.htm Diakses pada
28 November 2016, Pukul 22.40 WIB.
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2.3.2 Syarat - Syarat Pembubaran PT ASKES

Pasal 142 Ayat (2) UU PT mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan
tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau
kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
Hal ini berarti Pembubaran Perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses
likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau yang karena pailit oleh kurator untuk
membereskan segala urusan yang tersangkut dengan Perseroan yang dibubarkan
agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan untuk pembubaran yang
terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan
berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator,
Direksi bertindak selaku likuidator. Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan Terbatas
adalah perjanjian, maka dapat dibubarkan dengan kesepakatan pula yang diambil
dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Disini yang bertindak sebagai
likuidator adalah Direksi atas kesepakatan dengan pemegang saham.®

Pasal 143 Ayat (1) UU PT menyebutkan Pembubaran Perseroan tidak
mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan
selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau
pengadilan. Artinya bahwa pembubaran Perseroan tersebut tidak menghapus
badan hukumnya vyang telah didaftarkan sampai dengan likuidasi dan
pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau pengadilan niaga.*

Pembubaran PT Askes. PT Askes sebagai PT (Persero) selain tunduk pada
ketentuan UU PT juga tunduk pada UU BUMN. Pembubaran BUMN ditetapkan
dengan peraturan pemerintah (PP). Karena pendirian BUMN dilakukan dengan PP
yang menyebutkan besarnya penyertaan modal negara dalam pendirian BUMN,
pembubaran BUMN harus dilakukan pula dengan PP. Apabila tidak ditetapkan
lain dalam PP, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung

ke kas negara. Dalam PP tentang pembubaran BUMN, dapat pula ditetapkan agar

®Bhttps://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-
perseroan-terbatas/ Diakses pada 5 Oktober 2016, Pukul 21.30 WIB.
39 h;
Ibid.



https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-perseroan-terbatas/
https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-perseroan-terbatas/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang
telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. Jika
tidak ditetapkan demikian, sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke kas negara,
karena merupakan hak negara sebagai pemegang saham atau pemilik modal
BUMN.*

2.3.3 Alasan Pembubaran PT Askes

Pembubaran PT Askes. PT Askes sebagai PT (Persero) selain tunduk pada
ketentuan UU PT juga tunduk pada UU BUMN. Berdasarkan UU PT usulan
pembubaran dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran
Perseroan kepada RUPS. Dan keputusan RUPS tersebut menjadi sah apabila
diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
dan Pasal 89 UU PT, dimana Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS.*!

Pasal 145 UU PT menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena
hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar berakhir. Pada Pasal 145 Ayat (2) UU PT menyebutkan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya
Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Setelah itu Direksi
tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka
waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.*?

Pada pembubaran karena penetapan pengadilan ditetapkan juga
penunjukan likuidator. Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam
Pasal 147 UU PT sebagai berikut :

“lswi Hariyani, R. Serfianto D.P., Cita Yustisia S, MKAPP Cara Cerdas
Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan, Visimedia, Jakarta, 2011, him. 328.

“https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-
perseroan-terbatas/ Diakses pada 5 Oktober 2016, Pukul 21.30 WIB.

“Ibid.
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1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak  tanggal pembubaran  Perseroan, likuidator  wajib
memberitahukan

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan
dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam
Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

2) Pemberitahuan tersebut kepada kreditor dalam Surat Kabar dan
Berita Negara Republik Indonesia memuat pembubaran Perseroan
dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator; tata cara
pengajuan tagihan;

3) Jangka waktu pengajuan tagihan dimana Jangka waktu pengajuan
tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud wajib
dilengkapi dengan bukti:

a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan

b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148 UU PT selanjutnya mengatur mengenai pemberitahuan
kepada kreditor dan Menteri oleh Likuidator belum dilakukan,
pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dan Dalam
hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan likuidator secara
tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) UU PT terdapat Kewajiban
likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan
dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang
Perseroan;

b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara
Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan
hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang
saham; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.

Alasan pembubaran PT ASKES merupakan perintah transformasi
kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Selanjutnya,
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pembentukan BPJS dan transformasi badan penyelenggaraan diatur rinci UU
BPJS.®

Penjelasan Umum alinea kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan
Penyelenggara Jaaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah
transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang telah berjalan dan
dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru. Penjelasan Umum UU
BPJS alenia keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan
Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN. Kedua pasal ini mengamanatkan
pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT. ASKES (Persero), PT.
ASABRI (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), dan PT. TASPEN (Persero)
menjadi BPJS untuk mempercepat teerselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat.
Transformasi kelembagaan keempat Persero tersebut diikuti adanya pengalihan
peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak, kewajiban, dan pegawai.**
Melalui UU BPJS dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program
jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.*

2.4 BPJS Kesehatan
2.4.1 Pengertian BPJS Kesehatan

PT Askes setelah dibubarkan maka kemudian digantikan oleh BPJS
Kesehatan. Pengertian BPJS Kesehatan menurut pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2),
pasal 9 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1) UU
SJSN dapat disimpulkan yaitu, Badan Penyeleggara jaminan sosial kesehatan
(BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada
presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi

* Asih Eka Putri, Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia, Friedrich-Ebert-
Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014, him 7.

“Asih Eka Putri, Ibid, 2014, him 7

* Ibid, 2014, him 7
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seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) Bulan di Indonesia.*®

Menurut Wikipedia BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh
pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun
PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan
Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.*’

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dulu bernama Jamsostek)
merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan
mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan
mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. Visi BPJS Kesehatan "CAKUPAN SEMESTA
2019" yang ingin dicapai BPJS Kesehatan yaitu paling lambat 1 Januari 2019,
seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang
handal, unggul dan terpercaya. Selanjutnya Misi BPJS Kesehatan adalah sebagai
berikut :*

a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan
yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan
yang optimal dengan fasilitas kesehatan.

c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana
BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
untuk mendukung kesinambungan program.

“®www.Jaminan Sosial Indonesia - BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.htm.
Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.00 WIB.

'www.BPJS Kesehatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm Diakses
pada 28 November 2016, Pukul 22.10 WIB

*\www.Seputar Pengertian BPJS Kesehatan _ Seputar Pengertian.htm Diakses pada 28
November 2016, pukul 22.15 WIB.
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d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-
prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan
kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.

e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh
operasionalisasi BPJS Kesehatan.

f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

Landasan Hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :*°

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

c. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua kelompok, kelompok
pertama yaitu Peserta PBI (Penerima Bantuan luran) jaminan kesehatan adalah
peserta Jaminan Kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang
iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan
Kesehatan. yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan
pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah
yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.>®

Kelompok kedua yaitu bukan PBI (Penerima Bantuan luran) jaminan
kesehatan terdiri dari, Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja
bukan penerima upah dan anggota keluarganya, Bukan pekerja dan anggota
keluarganya. BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak 5 (lima)
anggota keluarga dan apabila Peserta yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5
(lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

dengan membayar iuran tambahan.*

“1id.

S%www.Seputar Pengertian BPJS Kesehatan _ Seputar Pengertian.htm Diakses pada 28
November 2016, pukul 22.15 WIB.

*!Ibid.
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2.4.2 Pembentukan BPJS Kesehatan

Masa persiapan transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan adalah selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai
dengan 31 Desember 2013. Dalam masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Askes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan, serta
menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT
Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.*?
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup:>

1. Penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan;

2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan;

3. Penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU
SJSN;

4. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan
penyelenggaraan  program Jaminan Kesehatan = Masyarakat
(Jamkesmas);

5. Koordinasi dengan KemHan, TNI dan POLRI untuk mengalihkan
penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/
POLRI dan PNS di lingkungan KemHan, TNI/POLRI.

6. Koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan
penyelenggaraan  program jaminan pemeliharaan  kesehatan
Jamsostek.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan
kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantor
akuntan publik untuk melakukan audit atas:>*

1. laporan keuangan penutup PT Askes (Persero);
2. laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan;
3. laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, PT
Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua asset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua pegawai PT Askes

(Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Pada saat yang sama, Menteri

%2Asih Eka Putri, Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia, Friedrich-Ebert-
Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014, him. 28.
5% Ibid, him. 28.

% Asih Eka Putri, Ibid, him. 29.
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BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes
(Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan publik. Menteri Keuangan
mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan
keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Untuk pertama kali, Dewan
Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas
dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
BPJS Kesehatan mulai beroperasi.>®

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang
telah diselenggarakan oleh pemerintah dialinkan kepada BPJS Kesehatan.
Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas.
Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program
pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan
Pemerintah. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program

jaminan kesehatan pekerja.>®

% 1bid, hIm.29.
%1bid, him.29.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 4
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya
dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pembubaran PT Askes (Persero) tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun
2007 tentang PT karena pembubaran PT Akses (persero) yang diatur
dalam UU BPJS merupakan lex specialis dari ketentuan pembubaran PT
(Persero) sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT, maka berlaku
asas lex specalis derogate legi generalis, artinya aturan hukum yang
khusus dalam hal ini ketentuan pembubaran perseroan berdasarkan UU
BPJS akan mengenyampingkan aturan hukum umum mengenai
pembubaran Perseroan yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT.
Kekhususan pengaturan pembubaran kedua persero tersebut berkenaan
dengan: 1) Terjadinya pembubaran, berdasarkan Undang-Undang, tidak
perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 64 Ayat (1) UU
BUMN tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai
dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS. 2) Tidak diikuti oleh proses
likuidasi, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak berlaku untuk
pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU
BPJS.

2. Akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yaitu
Hak dan kewajiban peserta PT.Askes setelah berubah menjadi peserta
BPJS Kesehatan, menurut UU BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS
pada umumnya sama, tidak mengatur secara khusus tentang peserta PT
Askes setelah menjadi peserta BPJS. Akan tetapi hak dan kewajiban
peserta dibedakan dengan prosedur pendaftaran dan jumlah iuran yang
dibayarkan sesuai dengan kemampuan peserta, BPJS telah memberikan

perlindungan bagi peserta PT Askes setelah bertransformasi menjadi
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BPJS, dan segala konsekwensi maupun perlindungan hukum, dijamin oleh
BPJS kesehatan.

3. Status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran menjadi BPJS
kesehatan Terhitung Mulai 1 Januari 2014, seluruh aset yang dikelola oleh
PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS. Aset yang dialihkan
mencakup uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka
pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menerima pengalihan seluruh aset
yang dikelola oleh PT Askes >4 0) dan aset Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan-JPK PT Jamsostek (Persero) terdapat dalam Pasal
60 Ayat (3a) dan Pasal 61c UU No. 24 Tahun 2011). Jumlah aset program
PT Askes yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan
adalah sebesar tercantum dalam Pasal 15 Ayat (4) PP No. 87 Tahun 2013:
a) utang klaim pelayanan kesehatan b) klaim pelayanan kesehatan yang
masih dalam proses; c) klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan

oleh fasilitas kesehatan d) cadangan premi

1.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh
penulis yaitu :

1. Hendaknya BPJS kesehatan sebagai penyelenggara sistem Jaminan
Kesehatan Nasional sebaiknya melakukan sosialisasi kembali terkait
prosedur pendaftaran, jenis kepesertaan yang bisa dipilih, premi yang
harus dibayarkan oleh peserta, sehingga semua peserta Jaminan
Kesehatan Nasional dapat menggunakan fasilitas kepesertaannya
dengan tepat dan setiap hak maupun kewajiban dari peserta dapat
dilaksanakan dengan baik. karena masih banyak masayarakat belum
mengetahui, bagaimana seluk beluk pelayanan maupun pendaftaran
sebagai peserta.

2. Hendaknya masyarakat mengetahui pentingnya mengikuti Jaminan

sosial nasional yang dalam hal ini dikelola oleh Badan penyelenggara
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jaminan sosial (BPJS). Dalam rangka pelindungan diri di masa yang
akan mendatang.

Hendaknya Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan terhadap
kinerja BPJS, sehingga BPJS tidak menyimpang dari tujuan awal yakni
memberikan Jaminan Sosial berskala Nasional bagi masyarakat.
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